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KATA PENGANTAR

Pujisyukur  kami  panjatkankehadapanTuhan Yang MahaEsa / Ida Sang Hyang
WidhiWasaatasAsungKertaWaraNugrahaNya, sehinggapenyusunanRencana Kinerja Tuhunan (RKT)

BappedaKabupatenJembranatahun 2025dapatdiselesaikantepat pada waktunya.

PenyusunanRencana KinerjaTahunanBappedaKabupatenJembranaTahun
2025inimerupakankewajibansesuaidenganperaturan Daerah KabupatenJembranaNomor21Tahun
2023tentangKedudukan, susunanorganisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  KabupatenJembrana dan  sekaligussebagaipenjabarandari  RPJMD

KabupatenJembrana, sertaRencanaStrategisBappeda.

DengantersusunnyaRencanaKerjaini,
diharapkandapatdijadikanpedomandalammelaksanakantugas dan fungsiuntukmencapaitujuan, sasaran,
dan target Tahun 2025, kami menyampaikanterimakasihkepadasemuapihak yang telahberpartisipasi dan

membantupenyusunanRencanaKerjaTahunanini.

Negara, 6Januari 2025
Pit. KepalaBappedaKabupatenJembrana,

| WayanSudiarta, S.P
PembinaUtama Muda (IV/c)
NIP. 19700604 200003 1 010




DAFTAR ISl

KATA PENGANTAR ....cooeiiii ettt csirrr e e s e snn s
DY 17 £ ] SRR
BAB |  PENDAHULUAN .....coooi it re e s ssnsnsenenenes
A. LatarBelakang ............ccccconiinniinininnn e
B. Dasar HUKUM ... s s ssssnnns
C. Struktur Organisasi, TugasPokok dan Fungsi ............ccceusunenes
(DD GV =T T T - T

BAB I RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA TAHUN 2025....
A. RencanaStrategis........commmmmneiiiiniininssssssssss s
B. RencanaKerjaTahun 2025 ............cooominnnininnnnnn s snesesssenens

BAB Il PENUTUP ...t
LAMPIRAN - LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1 : MATRIK USULAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
BAPPEDA TAHUN 2025

10

11

11

20

30



BAB |
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang

Untukmenjamintercapainyapelaksanaantugasdankegiatan Badan
PerencanaanPembangunanDaerah ~ (Bappeda) = KabupatenJembrana,  sesuaidengan  yang
telahdirumuskan pada RencanaStrategis (Renstra) danRencanaKerja (Renja)
BappedaKabupatenJembrana2025, makadisusunRencanaKerjaTahunan (RKT). RKT
merupakandokumen yang berisitentangtingkat target kinerjaberupa output danoutcame yang
ingindiwujudkanolehsuatuorganisasi pada satutahuntertentu. RKT menuntutkonsistensin  antara
pelaksanaankegiatandengan proses
danketentuandalamRenjadanRenstrasehinggadiperlukankompetensi, profesionalisme,
dandisiplinpegawaidilingkunganBappedaKabupatenJembranadalammelaksanakankegiatannya.

SebagaibagiandariperangkatDaerah,
setiappengelolapemerintahandilingkunganPemerintahKabupatenJembranaterutamaKepala Unit
KerjaMandiridanPejabatEselon Il ke atas diwajibkanmenyusunPerencanaanStrategik (Renstra)
untukmasa lima tahun yang dijabarkankedalamrencanakinerjatahunan (RKT) setiapTahun.

PenyusunanRencanaKinerjaTahunanBappedaKabupatendembranaTahun2025disampingsebaga
iwujudimplementasilnpresNomor 7 Tahun 1999, TentangAkuntabilitasKinerjalnstansiPemerintah,
danPeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 29 Tahun
2010
TentangPedomanpenyusunanpenetapankinerjadanPelaporanAkuntabilitasKinerjalnstansiPemerintah
Menyatakanbahwadokumen RKT adalahtolokukuruntukmencapaiakuntabilitaskinerjalnstansi,
pertanggungjawabanpencapaianvisi, misidantujuanKabupatenJembrana,
sertasebagaidasardalampenetapanPerjanjianKinerja  (PK)  tahun  2024bagiKepalaBappedaKab.
JembranakepadaBupati.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas
pembangunan, Bappeda Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator
Kinerja Utama (IKU)sebagaimana diamanatkandalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama. Selanjutnyauntukmenyempurnakan system

AkuntabilitaskinerjalnstansiPemerintahkinitelahterbitPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 29 Tahun 2010 tanggal 31
Desember2010tentangPedomanPenetapan Kinerja dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja
InstansiPemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
penyusunan |KU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut,
maka Bappeda Kabupaten Jembrana juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan
pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LKjlP, mulai dari staf dan
eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon Il bertanggungjawab
pada program, dan eselon Il bertanggungjawab pada kebijakan strategis Perencanaan Pembangunan di

Kabupaten Jembrana.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
BappedaKabupatenJembranaTahun2025untukmenetapkanrencana program
kegiatansesuaidenganRencanaStrategisdalampencapaiansasaran dan

dapatdigunakansebagaipanduanpengendalian dan pemantauankinerjasecaraberkalasehinggasangat
tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan target keberhasilan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Jembranadalammelaksanakantugaspokok dan fungsinya.

B. Dasar Hukum

Peraturanperundang - undangan yang
melatarbelakangipenyusunanRencanaKerjaTahunanBadanPerencanaanPembangunanKabupatendJembran

aadalahsebagaiberikut :

1. Undang-UndangNomor 69Tahun 1958 tentangPembetukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);



10.

1.

Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan
BebasdariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan dan TanggungjawabKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

Undang-UndangNomor17Tahun 2007tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun  2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor33,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-UndangNomor26Tahun 2007tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-UndangNomor12Tahun  2011tentangPembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5234);

Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),
sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

PeraturanPemerintahNomor 65  Tahun 2005  tentangPedomanPenyusunan  dan
PenerapanStandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikindonsiaTahun 2005 Nomor
150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentangLaporanKeuangan dan Kinerja
InstansiPemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
PeraturanPresiden no. 75 Tahun 2015 tentangRencanaAksi Nasional HAM tahun 2015 - 2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



23.

24,

25.

26.

27,

28.

29.

30.

31.

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentangPedomanPelaksanaan Kajian
LingkunganHidupStrategisDalamPenyusunanatauEvaluasiRencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor
6);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RencanaTata Ruang
WilayahProvinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi BaliTahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatendJembranaTahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012
Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
PeraturanDaerahKabupatenJembranaNomor 11 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang
Wilayah KabupatenJembranaTahun 2012-2032 (LembaranDaerahKabupatenJembranaTahun
2021 Nomor 3, TambahanLembaranDaerahKabupatenJembranaNomor 27);
PeraturanDaerahKabupatendJembranaNomor3Tahun 2021tentangRencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah SemestaBerencanaKabupaten Jembrana Tahun 2021-
2026(LembaranDaerahKabupatenJembranaTahun 2021Nomor3, Provinsi Bali : 3, 40 /2021)



32. Peraturan Daerah KabupatenJembranaNomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan dan
SusunanPerangkatDaearah (LembaranDaerahKabupatenJembranaTahun 2016Nomor64,
TambahanLembarandaerahKabupatenJembrana No. 51)

33. Peraturan Daerah KabupatenJembranaNomor10Tahun 2024tentangAnggaranPendapatan dan
Belanja  Daerah  KabupatenJembranaTahunAnggaran 2024  (Lembaran  Daerah
Kab.JembranaTahun 2024Nomor10);

34. PeraturanBupatiJembranaNomor38 Tahun 2024tetangPenjabaranAnggaranPendapatan  dan
Belanja Daerah KabupatenJembranaTahunAnggaran 2025 (Berita Daerah Kab.JembranaTahun
2024Nomor39);

35. PeraturanBupatiJembranaNomor 40 Tahun 2021 tentangPerubahanatasperaturanBupatiNomor 32
Tahun 2020 TentangRencanaKerjaPemerintah Daerah SemestaBerencanaTahun 2021;

36. PeraturanBupatiJembranaNomor 27 Tahun 2021 tentangRencanaKerjaPemerintah Daerah
SemestaBerencanaTahun 2022;

37. PeraturanBupatiJembrana No.33 tahun 2019tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan (Berita Daerah KabupatenJembranaTahun 2019 Nomor 35)

C. Struktur Organisasi, TugasPokok dan Fungsi

Sebagaibagian dari PemerintahKabupatenJembrana,
BappedaKabupatenJembranamerupakanOrganisasiPerangkatDaerahsebagaimanaPeraturanDaerahKabup
atendembranaNomor21Tahun 2023. Dalamrangkamewujudkanpemerintahan yang
bersih(GoodGovernance) maka penyusunanrencanakinerjasetiapawaltahunmerupakansuatukeharusan.
RencanaKinerjaTahun2025didasarkanpada struktur orgaisasidaerah,
dimanaBappedaKabupatenJembranasebagaisalahsatuOrganisasiPerangkatDaerah (OPD),
sesuaidenganUndang-UndangNomor 25 Tahun 2004 TentangSistemPerencanaanPembangunanNasional
dan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahDaerahberfungsidalamPengelolaanPerencanaanUmumPemerintah,
PengendalianHasilPembangunan dan

PengendalianTataRuangwajibmelaporkanhasilkerjanyagunamewujudanGoodGovernance.



adapunTugasPokok Badan PerencanaanPembangunanDaerahKabupaten Jembrana
adalahmelaksanakanpenyusunandanpelaksanaankebijakandaerahdibidangperencanaanpe
mbangunandaerah”. Untukmelaksanakantugaspokoktersebut, Bappedamempunyaifungsi :
(a) perumusankebijakanteknisperencanaanpembangunan;
(b) pengkoordinasianpenyusunanperencanaanpembangunan;
(c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidangperencanaan
pembangunandaerah; dan
(d) pelaksanaantugaslain yang diberikanolehBupatisesuaidengantugasdan
ungsinya.
GambaranlayananBappedasebagaimanaPeraturanBupatiJembranaNomor 55 Tahun 2016
adalah :
Pertama :melakukanlayanankepada OPD
lingkupPemerintahKabupatenJembranaberupakoordinasiperencanaanpembangunandaerahdala
mpenyusunanRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah (RPJPD ),
RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah (RPJMD), RencanaKerjaPembangunanDaerah
(RKPD), mengacu pada PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
perencanaan, pengendaliandanevaluasipembangunandaerah, tata cara
evaluasirancanganperaturandaerahtentangrencanapembangunanjangkapanjangdaerahdanrenca

napembangunanjangkamenengahdaerah, danrencanakerjapemerintahdaerah.

Kedua :BerdasarkanPeraturanBupatiNomor. 806/ Bappeda.PM / 2010
BappedalLitbangberfungsisebagaisekretariat Tim
KoordinasiPenanggulanganKemiskinanDaerahKabupatenJembrana.

Berdasarkan pada PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007
tentangOrganisasiPerangkatDaerah, danPeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016

tentangPerangkatDaerah,

PemerintahKabupatenJembranamenetapkanPeraturanDaerahKabupatendembranaNomor 10 tahun 2016
tentang "Pembentukan dan SusunanPerangkatDaerah” danPeraturanBupatiJembranaNomor 55 Tahun
2016, tentang “Kedudukan, SusunanQrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah”, dipimpin oleh Kepala Badan yang
bertanggungjawabkepadaBupatimelaluiSekretaris Daerah



mempunyaiTugasmembantuBupatimelaksanakanurusanPemerintahanBidangPerencanaan,
dantugaspembantuan yang diberikankepadakabupatendenganfungsi :
e perumusankebijakansesuaidenganlingkuptugasnya;
¢ pelaksanankebijakansesuaidenganlingkuptugasnya;
o Pelaksanaevaluasidanpelaporansesuaidenganlingkuptugasnya;
¢ Pelaksanaadministrasi Badan sesuaidenganlingkuptugasnya; dan
o Pelaksanafungsilain yang diberikanolehBupatiterkaitdenganbidangtugasnya.
Sesuai dengan  Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas maka
SusunanOrganisasiBadanPerencanaanPembangunanDaerahKabupatenJembranaadalah :
a. Sekretariat;
b. Bidang;
. Sub Bagian;
d. Sub Bidang;

e. JabatanFungsional;

(@]

SedangkanstrukturorganisasiBadanPerencanaanPembangunanDaerahKabupatenJem

branasebagaiberikut;



LAMPIRAN 2.1

StrukturOrganisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Jembrana

KEPALA
KelompokJabatatanFungsio
nal SEKRETARIS

KelompokJabatanF SubagUmum
ungsional dan Keuangan
BidangPerencanaan, Bidang Ekonomi, Prasarana BidangPemerintahan dan
Pengendalian, Evaluasi dan Wilayah Pembangunan Manusia

Data Pembangunan Daerah




KelompokJabatanFungsiona KelompokJabatanFungsiona KelompokJabatanFungsiona
| | |

D. KEWENANGAN

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
PedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan  Daerah  dan
PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah,
PemerintahanDaerahProvinsi, danPemerintahanDaerahKabupaten/ Kota, maka disusunlan kewenangan
pemerintah daerah.

Untuk kewenangan pemerintah daerah dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan.
Dalammelaksanakan kewenangan daerah BappedaKabupatenJembrana melaksanakan urusanpenunjang
yang meliputi urusan perencanaan pembangunan.

Sistempengendalian  dan  evaluasiakanterusdioptimalkandalamprosesperencanaan  dan
pelaksanaansertakajianstratejikpembangunandaerah,  baik  yang terkaitdenganmetodologi  dan
pelaksanaannyamaupunpenggunaan dan tindaklanjuthasilnya. Selainitu, peningkatankemampuan di
bidangiimupengetahuan dan
teknologiseluruhinsanBappedaKabupatenJembranaakanterusdipacumengingatprodukperencanaan  yang
dinamis, efektif dan efisiensangattergantungpadakualitaspengetahuan dan

ketrampilansumberdayaaparaturperencananya.



Terorganisasinya basis data dan informasipembangunanmerupakansalahsatu prioritas program
kedepan, sehinggaBappedaKabupatenJembrana dan

pemangkukepentinganlainnyaakanlebihmudahuntukmengakses, mencari dan mengungkapkan data dan

informasisebagai input dalamprosesperencanaanpembangunan.
BappedaKabupatenJembranaakanterusmelakukanupayauntukmenjaminprodukperencanaan dan
hasilkajianstratejikpembangunantidaksajaberdayaguna dan

berdayahasilbagipenentukebijakantetapijugadapatdimanfaatkanoleh stakeholder dan publik.

BAB i
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2025
A. RENCANA STRATEGIS
Permasalahanutama yang

dihadapiolehBappedaKabupatenJembranadalammelaksanakantugaspokok dan fungsinyaadalah :
1. Belumoptimalnyakosistensidokumenperencanaanpembangunandaerah
2. Prosesperencanaanmasihbelumoptimaldidukungoleh data dan informasi yang memadai, mudahdiakses
dan mutakhirberbasiskansatu data
3. Rendahnyasistempengendaliankinerja
4. Belumoptimalnyakoordinasi dan sinkronisasiperencanaanpembangunan
5. Belumoptimalnya tata kelolapenyelenggaraanurusanpemerintahan di perangkatdaerah
Bertitiktolakdari hal tersebut,

makadisusunRencanakKinerjaBappedaTahun2025.RencanaKinerjaBappedaTahun2025disusunberdasarkan



tugaspokok dan fungsiBappeda. Masing-masingtugas dan fungsiinidijabarkanlebihlanjutmelalui program
BagianSekretariat, Bidang dan Fungsional. Jabarantugaspokok dan
fungsiBappedadidasarkanpadakondisistrategik, isupokok yang berkembangsertaVisi, misi, tujuan dan
sasaran yang ingindicapai.
DalammenyusunrencanakerjatahunanBappedajugamemperhatikanLingkunganinternal  (Kekuatan  dan
Kelemahan) sertaLingkunganEksternal (peluang dan Tantangan) suatuorganisasi.
SehinggaRencanaKerjaTahunanmengacupadavisi, ~ misi,  tujuan, programdan  kegiatan  yang

realistisdenganmengantisipasiperkembangan masa depan.

1.Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil BupatiJembrana
Mencermativisi dan  misiBupati/Wakil BupatiJembranatahun2021 - 2026denganmotto:
"Masyarakat Jembrana Bahagia’, makaditetapkanvisiKabupatenJembranaTahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”.

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Jembrana yang ditetapkan
adalah” Sad KerthiLokaJembrana” yang terdiridari :

1. MembangunKetakwaanKepadaTuhan (AtmaKethi), DenganTujuanyaitu
:Terwujudnyakerukunanhidupberagamasertapenguatankehidupanadat dan
budayadenganindikator:IndekskerukunanUmatBeragama (KUB)

Sasaran :
a. MeningkatnyaToleransihidupberagamadenganindikator :
e Persentasepenyelesaiankonflikantarumatberagama
b. Meningkatnyaeksistensiadat dan budayadenganindikator:
e Persentasesekee / kelompokkesenian yang aktif
e Cakupanbudayatakbendalestari
e Cakupanbudayabendalestari

2. MembangunSumberDayaManusia (SDM) yang berkualitas dan berdayasaing (Jana Kerthi),
DenganTujuan;Terwujudnyapembangunanmanusia yang berkualitas dan
berdayasaingdenganindikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran :



a. Meningkatnyakualitaspendidikandenganindikator :
e Angka harapan lama sekolah
e Angka rata - rata lama sekolah
¢ Indekpembangunanliterasimasyarakat
b. Meningkatnyakualitaskesehatandenganindikator :
e Angka harapanhidup
c. Meningkatnyadayasaing SDM denganindikator :
o Persentasetingkatpartisipasiangkatankerja (TPAK)

3. Menjagakelestarianhutanpegunungan, hutanbakau dan
buyuksegaisatukesatuanekosistemdalamkonsepsegaragunung (WanaKerthi),
DenganTujuanMeningkatnyakualitasLingkunganHidupdenganindikator
:IndeksKualitasLingkunganHidup (IKLH)

Sasaran :

a. Terwujudnyaekosistem yang berkelanjutandenganindikator :
¢ Indekskualitas air
¢ Indekskualitasudara

4. Pelestarian dan pemanfaatansumber - sumber air untukkehidupan (Danu Kerthi),
DenganTujuanMeningkatnyapelestarian dan pemanfaatansumber - sumber air
denganlindikatorPersentasepelestarian dan pemanfaatansumbersumber air.

Sasaran :
a. Meningkatnyakualitas air bersih dan sehatdenganindikator :
e Persentasependudukberakses air minum
b. Meningkatnyadiversifikasi dan optimalisasipotensisumberdayapanganlokaldenganindikator :
e Pencapaianskorpolapanganharapan (PPH)
c. Meningkatkanproduktivitas dan kualitashasilpertaniandenganindikator :
¢ Nilai Tambahprodukpertanian

5. Memelihara dan memanfaatkanpotensilautuntukkehidupan (segaraKerthi),
DenganTujuanTerwujudnyaragamkomoditasperikanan yang berorientasilokal dan kebutuhan pasar
denganindikator : Tingkat kesejahteraannelayan
Sasaran :

a. Meningkatnyaekonomisektorperikanandenganindikator :



¢ Kontribusisektorperikananterhadap PDRB
Penataanalamuntuksumberkehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi), DenganTujuanKe-
1Terwujudnyaketentraman, kenyamanan dan ketertibanumumdenganindikator :IndekDemokrasi
Daerah,
Sasaran1 :
a. Meningkatnyaketentraman, kenyamanan, ketertibanumum dan stabilitaspolitikdenganindikator :
e Prosentasepenegakanperda
b. Meningkatnyakapasitasdalampenanggulanganbencanadenganindikator :
¢ Indekresikobencana
Tujuan Ke-2TerwujudnyamasyarakatJembrana Bahagia dengan
Indikator :IndeksKebahagiaan Masyarakat.
Sasaran 2:
a. Meningkatknyakemandirianmasyakatdenganindikator :
e Cakupan PMKS Mandiri
¢ Indeksdesamembangun (IDM)
b. MeningkatnyaKesetaraan Gender denganindikator :
¢ Indekspembangunan gender
c. Terpenuhinyahak — hakanakdenganindikator :
e Capaiankabupatenlayakanak
Tujuan ke-3 :Meningkatnyalajupertumbuhanekonomi
Indikator :Lajupertumbuhan Ekonomi ( PDRB)
Sasaran1 :
a. Meningkatnyainvestasidaerahdenganindikator :
e Jumlahnilaiinvestasiberskalanasional dan asing (PMDN/PMA)
b. Meningkatnyaperanusahaekonomirakyatdenganindikator :
e Kontribusilapanganusaha industry pengolahanterhadap PDRB
¢ Kontribusiindustrirumahtanggaterhadapsektor PDRB sektorindustri
¢ Kontribusilapanganusahaperdaganganterhadap PDRB
c. Meningkatnyapertumbuhanekonomidaerah di sector pariwisatadenganindikator :
o Kontribusipariwisataterhadap PAD

d. Meningkatnyakualitasinfrastrukturdasar



e Presentaseirigasiberkondisibaik
e Persentase zona rawanbanjir dan genangan
e Persentaseruasjalankabupatenberkondisibaik
e Rasiorumahlayakhuni
e Persentasesarana dan prasaranatransportasiberkondisibaik
Tujuanke- 4 :Terwujudnya tata kelolapemerintahan yang baik (Good Governance)
menujukotacerdas (Smart City)
Indikator :Indek Reformasi Birokrasi
Sasaran :
a. Meningkatnyakualitaspelayananpublik yang transparan, cepat dan mudahdenganindikator :
o Tingkat kepuasanPelayanan
b. Meningkatnyatatakelolapenyelenggaraanpemerintahan yang akuntabeldenganindikator :
e Nilai Sakip

Berdasarkan visi dan misi Bupati Jembrana terpilih untuk periode 2021 - 2026 dan disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi maka Bappeda Kabupaten Jembrana melaksanakansemua misi Bupati
Jembrana, Adapun keterkaitanantaraMisitujuansasaran dan urusandalam RPJMD
KabupatenJembrana2021 — 2026 yang dilaksanakan oleh BappedaKabupatenJembranaadalahMisiKe- 6 :

e Penataanalamuntuksumberkehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)

Dengan tujuan, sasaran, Indikatordan Urusansebagai berikut :

a. Tujuanmisi ke-6 Terwujudnya Tata kelolapemerintahaan yang baik (Good Governance) menuju Kota
Cerdas (Smart City) denganindikatortujuanindek Reformasi Birokrasidenganindikator Tingkat
kesesuaianperencanaanpembangunanKabupatenJembranadenganProvinsi Bali dan Nasional didukung
oleh ketersediaan data dan kapasitaslembagaperencadengantarget : 100 % ( Urusan: Perencanaan)

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda

Kabupaten Jembrana terdapatkendala / faktor — faktor penghambat dalam melaksanakan urusan sehingga

visi dan misi Bupati dan wakil Bupati serta tujuan, sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Jembran, Berdasarkan pada
PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007,
PemerintahKabupatenJembranamenetapkanPeraturanDaerahKabupatenJembranaNomor 10 tahun 2016
tentang "Pembentukan dan SusunanPerangkatDaerah” danPeraturanBupatiJembranaNomor21 Tahun
2023, tentang “Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah’, dipimpin oleh Kepala Badan yang
bertanggungjawabkepadaBupatimelaluiSekretaris Daerah
mempunyaiTugasmembantuBupatimelaksanakanurusanPemerintahanBidangPerencanaandantugaspemb
antuan yang diberikankepadakabupatendenganfungsi :

e perumusankebijakansesuaidenganlingkuptugasnya;

¢ pelaksanankebijakansesuaidenganlingkuptugasnya;

¢ Pelaksanaevaluasidanpelaporansesuaidenganlingkuptugasnya;

o Pelaksanaadministrasi Badan sesuaidenganlingkuptugasnya; dan

o Pelaksanafungsilain yang diberikanolehBupatiterkaitdenganbidangtugasnya.

Berdasarkan pada Visi dan MisiKabupatenJembrana, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten
JembranaTahun2021 - 2026, makaditetapkanTujuan.

BerikutdiuraikanketerkaitanantaraMisidenganTujuanPrioritassebagaiberikut :

Tabel 4.1

Keterkaitan Misi dan Tujuan Prioritas Bappeda Kabupaten Jembrana

Misi Tujuan Prioritas Indikator Tujuan Targ
et
1. Terwujudnya Tata kelolapemerintahaan yang baik | 1.Meningkatnya Tata 1.Persentaseketersediaandokume | 100
(Good Governance) menuju Kota Cerdas (Smart kelolapenyelenggaraan nperencanaan yang %
City) denganindikatortujuanindekReformasi Pemerintahan yang telahditetapkandengan
Birokrasidengan Tingkat akuntabel PERDA.
kesesuaianperencanaanpembangunanKabupatenJ 2. PenjabaranKosistensi Program
embranadenganProvinsi  Bali dan  Nasional RPJMD di dalam RKPD 100
didukung  oleh  ketersediaan data  dan 3. PenjabaranKosistens Program
kapasitaslembagaperencanaandengan target RKPD kedalam APBD %

4. Kesesaianrencana
Pembangunan dengan RTRW

100
%

100




%

4. StrategiBappedaCara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD
yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD
Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021 - 2026. Strategi dan Kebijakan jangka
menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka
menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan
fungsi Bappeda. Strategi dan kebijakandalamRenstra OPD
selanjutnyamenjadidasarperumusankegiatanBappeda bagisetiap program prioritas RPJMD yang

menjaditugas dan fungsiBappeda.

Strategi dan
arahkebijakanmerupakanrumusanperencanaankomperhensiftentangbagaimanaBappeda
mencapaitujuan dan sasarandenganefektif dan efisien. Denganpendekatan yang komprehensif,
strategi  jugadapatdigunakan  sebagaisaranauntukmelakukantransformasi,  reformasi,  dan
perbaikankinerjabirokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan,
tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi,

sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jembrana untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti tabel berikut :

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Jembrana




VISI : Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana
MISIT  : Penataanalamuntuksumberkehidupan dan kebahagiaan ( Jagat kerthi)

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya tata Tersusunnyadokumenperencanaan | Meningkatkank | Menyediakan data dan informasi
kelolapenyelenggaraan | pembangunandaerah yang ualitas yang valid
pemerintahan yang berkualitas pengelolaanper | untukpenyusunanperencanaanpemb
akuntabel encanaan angunandaerah.

pembangunand
aerah

Meningkatkankoordinasidalamperumu
san program dan target
kinerjadalampenyusunanperencanaa
npembangunandaerah.

Meningkatkankoordinasidalampelaks
anaan Monitoring dan evaluasi
program - program
pembangunandaerah

Secara garis besar keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dilaksanakan
oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 5 ( lima ) Tahun yaitu tahun
2021 - 2026 digambarkan pada tabel berikut :




Tabel 4.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dan Program
Bappeda Kabupaten Jembrana

Tujuan Sasaran Strategi
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya tata PersentaseKetersedianyadokumenperencanaan | 100% | Tersusunnyadokumenperencanaanpembangunandaerah | Tersedianyadokumenperencanaan 1 dok Meningkatkankualitaspengelolaanperencanaanpembangunandae
kelolapenyelenggaraanpemerintahan yang telahditetapkandengan PERDA yang berkualitas RPJPD yang telahditetapkandengan
yang akuntabel
PERDA
PenjabaranKosistensi Program RPJMD 100% TersedianyaDokumenPerencanaan: 1
RPJMD yang telahditetapkandengan dok
kedalam RKPD PERDA / PERKADA
PenjabaranKosistensi Program RKPD kedalam 100% TersedianyaDokumenPerencanaan : 2
APBD RKPD yang telahditetapkandengan dok
PERKADA
PenjabaranKosistensi Program RPJMD 100
[
kedalam RKPD %
PenjabaranKosistensi Program RKPD 100 %
kedalam APBD
Kesesuaianrencanapembangunandengan RTRW | 100% Kesesuaianrencanapembangunandengan|  100% Mendorong sinergitas terlaksananya program pembangunan dae

RTRW

sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.







B. RENCANA KERJA TAHUN 2025

1. Sasaran dan IndikatorSasaranStrategis:

RenjaBappedaKabupatenJembranaTahun2025ditujukanuntukmengoptimalkankinerja

program dan kegiatandalamrangkamencapai target dan indikator pada RencanaStrategis (Renstra)

BappedaKabupatenJembrana.

Untukmengakselerasipencapaian target, Indikator dan ketepatanpelaksanaan program dan

kegiatanperluberlandaskan

pada

hasilevaluasipelaksanaanRenjaBappedaKabupatenJembranatahun2024denganmemperhatikanpen

capaiantahun2024,

Renjaini

juga

KabupatenJembranasertakebijakandaerahakibatadanyaKebijakan

harusdilaksanakan di daerah.

perlumemperhatikandokumen

Nasional

RKPD
yang

RenjaBappedaKabupatenJembranamengacu pada Kepmendagri 050 — 3708 Tahun 2020

Tentang  Hasil

Verifikasi

dan

ValidasiPemutahiranKlasifikasi,

Kodefikasi

dan

NomenklaturPerencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, dengan4 (Empat)

Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan dan 61 (Enampuluhsatu) Sub. Kegiatan.

Tabel 2.1. Target dan Indikator Kinerja

PROGRAM/Kegiatan | SasaranKinerja Indikator Target Anggaran
(Rp)

PERENCANAAN
PROGRAM PENUNJANG Meningkatnyatatakelola | Nilai SAKIP Perangkat Daerah 83.53 Nilai Rp. 5.030.023.161
DAERAH KABUPATEN/KOTA intahaan yang

akuntabel
Perencanaan, Terlaksananyaperenc | JumlahdokumenPerencanaan, 18 Dokumen Rp. 10.922.000
Penganggaran, dan anaan, penganggaran | penganggaran dan
Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja Evaluasikinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah. perangkatdaerah yang

tersusun

Penyusunan Dokumen Tersusunnyadokume Jumlahdokumenperencanaanp 9 Dokumen Rp. 7.395.000
Perencanaan Perangkat nPerencanaanPerang | erangkat Daerah yang
Daerah kat Daerah. tersusun
Koordinasi dan Terlaksananyakoordi Jumlahdokumen RKA - SKPD 1 Dokumen Rp. 276.000
PenyusunanDokumen nasi dan dan
RKA - SKPD penyusunandokumen | Laporanhasilkoordinasipenyus

RKA - SKPD unandokumen RKA - SKPD
Koordinasi dan Terlaksananyakoordi Jumlahdokumenperubahan 1 Dokumen Rp. 276.000
PenyusunanDokumenperu | nasi dan RKA - SKPD dan
bahan RKA - SKPD penyusunandokumen | Laporanhasilkoordinasipenyus

perubahan RKA - unandokumenperubahan RKA

SKPD - SKPD
Koordinasi dan Terlaksananyakoordi Jumlahdokumen DPA - SKPD 1 Dokumen Rp. 1.200.000
penyusunan DPA - SKPD nasi dan penyusunan | dan

DPA - SKPD laporanhasilkoordinasipenyusu

nandokumen DPA - SKPD




Koordinasi dan Terlaksananyakoordi Jumlahdokumenperubahan 1 Dokumen Rp. 925.000
penyusunanperubahan nasi dan DPA - SKPD dan
DPA - SKPD penyusunanPerubaha | laporanhasilkoordinasipenyusu
n DPA - SKPD nandokumenperubahan DPA -
SKPD
Koordinasi dan TersusunnyalLaporan | Jumlahlaporancapaiankinerja 4 Dokumen Rp. 480.000
Penyusunan Laporan capaiankinerja dan dan ikthisarrealisasikinerja
Capaian Kinerja dan IkthisarRealisasi SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD laporanhasilkoordinasipenyusu
SKPD tepatwaktu nanlaporancapaiankinerja dan
ikthisarrealisasikinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Terlaksananyakegiata | JumlahLaporanEvaluasikinerja 1 Dokumen Rp. 370.000
Perangkat Daerah nEvaluasikinerjaPera | Perangkat Daerah yang
ngkat Daerah tersusuntepatwaktu
tepatwaktu
Administrasi Keuangan Terwujudnyaakuntabil | JumlahLaporanAdministrasiKe 8 Dokumen Rp. 4.254.537.961
Perangkat Daerah itaskeuanganPerangk | uanganBappeda
at Daerah.
Penyediaan Gaji dan Tersedianyagaji dan Jumlah Orang yang 21 Orang Rp. 4.252.847.961
Tunjangan ASN tunjangan ASN menerimagaji dan tunjangan
ASN
Penyediaanadministrasipel | Terlaksananyapenye Jumlahdokumenhasilpenyedia 1 Laporan Rp. 296.000
aksanaantugas ASN diaanadministrasipela | anadministrasipelaksanaantug
ksanaantugas ASN as ASN
PelaksanaanPenatausaha | Terlaksananyapenata | Jumlahdokumenpenatausahaa 12 Dokumen Rp. 222.000
an dan pengujian / usahaan dan n dan pengujian
verifikasikeuangan SKPD pengujian / Iverifikasikeuangan SKPD
verifikasikeuangan
SKPD
Koordinasi dan Terlaksananyakoordi Jumlahdokumenkoordinasi dan 12 Dokumen Rp. 222.000
Pelaksanaan Akuntansi nasidanakuntansi pelaksanaanakuntansi SKPD
SKPD SKPD setiapbulan
Koordinasi dan Terlaksananyapenyus | Jumlahlaporankeuanganakhirt 2 Laporan Rp. 500.000
Penyusunan Laporan unanLaporankeuanga | ahun SKPD dan
Keuangan Akhir Tahun nakhirtahun SKPD laporanhasilkoordinasipenyusu
SKPD nanlaporan
keuanganakhirtahun SKPD
Koordinasi dan Terlaksananyapenyus | Jumlahlaporankeuanganbulan 24 Laporan Rp. 450.000
penyusunanlaporankeuan unanlaporankeuanga | an/triwulanan/ semesteran
ganbulanan/triwulan/seme | nbulanan/triwula/ SKPD dan
steran SKPD semesteran laporankoordinasipenyusunan
laporankeuanganbulanan/
triwulanan dan semesteran
SKPD
Administrasibarangmilikda | Terlaksananyapelapo | Jumlahlaporanrekonsiliasi dan 4 Laporan Rp. 250.000
erah pada ranadministrasibaran penyusunanlaporanbarangmili
perangkatdaerah gmilikdaerah pada kdaerah pada SKPD
perangkatdaerah
Rekonsiliasi dan Terlaksananyarekonsi | Jumlahlaporanrekonsiliasi dan 2 Laporan Rp. 125.000
penyusunanlaporanbarang | liasi dan penyusunanlaporanbarangmili
milikdaerah pada SKPD penyusunanlaporanb kdaerah pada SKPD
arangmilikdaerah
pada SKPD
Penatausahaanbarangmili | Terlaksananyapenata | Jumlahlaporanpenatausahaan 2 Laporan Rp. 125.000
kdaerah pada SKPD usahakanbarangmilik | barangmilikdaerah pada SKPD
daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian | Cakupanpelayananad | PresentaseCakupanpelayanan 100 % Rp. 20.972.000
Perangkat Daerah ministrasikepegawaia | administrasikepegawaian
n
PengadaanPakaian Dinas Tersedianyapakaianol | Jumlahpakaianolah raga 30 Paket Rp.10.500.000
besertakelengkapannya ah raga untuk ASN
(PakaianOlah Raga) dan tenagakontrak
Pendataan dan tersedianyadokumen Jumlahdokumenpendataan 1 Dokumen Rp. 222.000

pengolahanadministrasike
pegawaian

pendataan dan
pengolahanadministr
asikepegawaian

dan pengolahanadministrasi
kepegawaian




Koordinasi dan Tersedianyadokumen | Jumlahdokumenhasilkoordinas 1 Dokumen Rp. 150.000
pelaksanaan hasilkoordinasi dan i
sisteminformasikepegawai | pelaksanaansisteminf | dan
an ormasikepegawaian pelaksanaansisteminformasike
pegawaian

Monitoring, evaluasi dan Tersedianyajumlahdo | Jumlahdokumen monitoring 1 Dokumen Rp. 100.000
penilaiankinerjapegawai kumen monitoring evaluasi dan

evaluasi dan penilaiankinerjapegawai

penilaiankinerjapega

wai
Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnyakompet | Jumlahpegawaiberdasarkantu 10 orang Rp. 10.000.000
Pegawai Berdasarkan ensipegawaidalamme | gas dan fungsi yang
Tugas dan Fungsi laksanakantupoksi. mengikutipendidikan dan

pelatihan

Sosialisasi Peraturan Meningkatnyapenget | Jumlah orang yang 100 orang Rp. 0
Perundang-Undangan ahuanpegawaiterhad mengikutisosialisasiperaturanp

apperaturanperundan | erundang - undangan

gan.
Bimbingan Teknis Meningkatnyakompet | Jumlah orang yang 50 orang Rp. 0
Implementasi Peraturan ensipegawaidalamhal | mengikutibimbinganteknisimpl
Perundang-Undangan mengmplementasikan | ementasiperaturanperundang -

peraturanperundang - | undangan

undangan
Administrasi Umum Tersedianyasaranapr | Cakupanpelaksanaanadministr | 100 % Rp. 225.249.700
Perangkat Daerah asaranaadministrasilU | asiumumBappeda

mumperangkatdaerah

yang tepatwaktu
Penyediaan Komponen Tersedianyakompone | Jumlahpaketkomponen / 1 paket Rp. 935.000
Instalasi ninstalasilistrik / instalasilistrik dan
Listrik/Penerangan peneranganbanguna peneranganbangunankantor
Bangunan Kantor nkantor yang disediakan
Penyediaanperalatan dan Terlaksananyapenye Jumlahpaketperalatan dan 1 paket Rp. 63.000.000
perlengkapankantor diaanperalatan dan perlengkapankantor yang

perlengkapankantor disediakan
Penyediaan Bahan Terpenuhinyakebutuh | Jumlahpaketbahan logistic 3 paket Rp. 41.447.500
Logistik Kantor anlogistikkantor kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Terpenuhinyabarangc | Jumlahpaketbarangcetakan 2 paket Rp. 8.000.000
Cetakan dan etakan dan dan penggandaan yang
Penggandaan penggandaan disediakan
Fasilitaskunjungantamu Terlaksananyafasilita | Jumlahlaporanfasilitasikunjung 1 Laporan Rp. 7.055.200

skunjungantamu antamu
Penyelenggaraan Rapat Terlaksananyarapatk Jumlahbarangmilikdaerahpenu 1 Laporan Rp. 104.812.000
Koordinasi dan Konsultasi oordinasi dan njangpemerintahdaerah yang
SKPD konsultasi SKPD diadakan
Pengadaan Barang milik Tersedianyabarangmi | Jumlahbarangmilikdaerahpenu 100 % Rp. 279.800.000
daerah penunjang urusan likdaerahpenunjangp njangpemerintahdaerah yang
pemerintah daerah emerintahdaerah diadakan

yang diadakan
PengadaanKendaraanPer Terlaksananyapenga Jumlah unit 3 Unit Rp. 279.800.000
orangan Dinas daansarana dan kendaraanperorangandinasata
atauKendaraan Dinas prasarana Gedung ukendaraandinasjabatan
Jabatan kantorataubangunanl

ainnya
Penyediaan Jasa Terpenuhinyajasapen | Persentasecakupanlayananjas 100 % Rp. 40.400.000
Penunjang Urusan unjangurusanPemerin | apenunjangurusanpemerintah
Pemerintahan Daerah tah Daerah. daerah
Penyediaan Jasa Surat Terpenuhinyakebutuh | Jumlahlaporanpenyediaanjasa 1 Laporan Rp. 1.400.000
Menyurat anjasasuratmenyurat. | suratmenyurat
Penyediaan Jasa Tersedianyajasapelay Jumlahlaporanpenyediaanja 1 Laporan Rp. 39.000.000
Pelayanan Umum Kantor ananumum/dministra sapelayananumumkantor

sikantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik | Optimalnyafungsibara | Persentasesarana dan 100 % Rp. 197.891.000

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

ngmilikdaerah.

prasaranaaparatur yang
layakfungsi




Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Tersedianyajasapem
eliharaan dan
pajakkendaraanperor
angandinasataukend
araandinasjabatan

Jumlahkendaraanperorangand
inasataukendaraandinasjabata
n yang dipelihara dan
dibayarkanpajaknya

Unit

Rp. 36.487.500

Penyediaan Jasa Tersedianyajasapem Jumlahkendaraandinasoperasi 17 Unit Rp. 108.778.500
Pemeliharaan, Biaya eliharaan dan onalataulapangan yang
Pemeliharaan, Pajak, dan pajakkendaraandinas | dipelihara dan
Perizinan Kendaraan OperasionalatauLapa | dibayarkanpajak dan
Dinas Operasional atau ngan perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Optimalnyafungsipera | jumlahperalatan dan 14 Unit Rp. 8.000.000
dan Mesin Lainnya latan dan mesin mesinlainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Berfungsinyagedungk | Jumlahgedungkantor dan 1 Unit Rp. 42.125.500
Gedung Kantor dan antor dan bangunanlainnya yang
Bangunan Lainnya bangunansecara dipelihara / direhabilitasi

optimal.
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Berfungsinyasaranag | Jumlahsarana dan 49 Unit Rp. 0
Sarana dan Prasarana edung / prasaranagedungkantoratauba
Gedung Kantor atau kantorataubangunanl ngunanlainnya yang dipelihara
Bangunan Lainnya ainnyasecara optimal. | / direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Berfungsinyasaranap | Jumlahsarana dan 21 Unit Rp. 2.500.000
Sarana dan Prasarana endukunggedung / prasaranapendukunggedungk
Pendukung Gedung kantorataubangunanl antorataubangunanlainnya
Kantor atau Bangunan ainnyasecara optimal. | yang dipelihara/ direhabilitasi
Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN, Tingkat kesesuaian Persentasekesesuaian program 100 % Rp. 563.158.000
PENGENDALIAN dan RKPD,RPJMD, RPJPD tahunandengan program RPJMD
EVALUASI dengan RPJPD dan
PEMBANGUNANDAERAH RPJMD provinsidengan

RPJMN
Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnyadokumenpere | Jumlahdokumenperencanaanpemban 3 Dokumen Rp. 464.965.000
Pendanaan ncanaanpembangunandae | gunandaerah

rah
PelaksanaanKonsultasi Publik Penyelenggaraan Jumlahlaporanpenyelenggaraankons 2 Berita acara Rp. 6.080.000

Konsultasi Publik ultasipublik (RKPD,

RPJMD)
Analisiskondisidaerahpermasala | Tersedianyadokumenranc | Jumlahdokumenrancanganawal 1 Dokumen Rp. 4.624.000
han dan anganawal RPJMD/RKPD | RPJMD/RKPD (sesuaikebutuhanjika (ranwal
isustrategispembangunandaerah RPJMD makarancanganteknokratik) RKPD)
Koordinasipenelaahandokumen Tersedianyatelaahdokume | Jumlahtelahaandokumenperencanaa 2 Dokumen Rp. 1.390.000
perencanaanpembangunandaer | nperencanaanpembangun | npembangunandaerah (RKPD,IRPJ
ahdengandokumenkebijakanlain | andaerah MD)
nya
KoordinasiPelaksanaan Penyelenggaraan Forum JumlahBerita Acara Forum Perangkat 31 Berita acara Rp. 3.340.000
ForumPerangkat Daerah/Lintas SKPD / lintas SKPD Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
PelaksanaanMusrenbangKabup | Penyelenggaraan JumlahBerita Acara 2 Berita acara Rp. 30.150.000
aten / Kota Musrenbang RKPD MusrenbangKabupaten/Kota
Penyiapanbahankoordinasimusr | Pedoman musrenbang Jumlahusulan yang terverifikasi oleh 5 Usulan Rp. 2.870.000
enbangkecamatan kecamatan / kewilayahan kecamatan (setiapkeca
matan)

KoordinasiPenyusunan dan - Dokumen RPJMD Jumlahdokumenperencanaanpemban 3 Dokumen Rp. 416.511.000
penetapandokumenperencanan - Dokumen RKPD gunandaerahkabupaten/kota yang (RKPD,
pembangunandaerahkabupaten | - DokumenPerubahan ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) PRKPD,RPJ
/ kota RKPD MD)
Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Data Terisinya elemen Data SIPD pada 1 Dokumen Rp. 10.072.000
pemerintah daerah bidang dan Informasi Aplikasi
perencanaan pembangunan Pembangunan dalam
daerah Aplikasi SIPD yang

tersusun
Analisis Data Presentaseterpenuhinyael | Jumlah dokumen data pada sistem 1 Dokumen Rp. 6.025.000
Informasiperencanaanpembang emen data pada aplikasi informasi pembangunan daerah
unandaerah SIPD
Pembinaan dan pemanfaatan Terlaksananyakegiatanpe | Jumlah orang yang 31 Orang Rp. 1.235.000
data dan mbinaandalampemanfaata | dibinadalampemanfaatan data dan (setiap
informasiperencanaanpembang n data dan informasi informasi OPD)

unanperangkatdaerah




Penyusunanprofipembangunan | Tersedianyabukuprofilpem | Jumlahbukuprofilpembangunandaera 1 Dokumen Rp. 2.812.000
daerahkabupaten/kota bangunandaerah yang h yang diterbitkan
telahditerbitkan
Pengendalia, evaluasi dan Tersusunnya evaluasi Jumlahmonevpelaksanaan RKPD 2 Dokumen Rp. 6.836.000
pelaporan bidang perencanaan Program/kegiatan Renja yang tersusun
pembangunan daerah dan RKPD
Monitoring evaluasi dan Jumlah dokumen data dan | Jumlahlaporanhasilevaluasikinerjape 2 Laporan Rp. 3.312.000
penyusunan laporan berkala informasi hasil Evaluasi mbangunandaerah
pelaksanaan pembangunan RKPD yang tersusun
daerah
Koordinasipengendalianperenca | Tersedianyalaporanhasilp | Jumlahlaporanhasilpengendalianpere 1 Laporan Rp. 3.524.000
naan dan engendalianperencanaan ncanaan dan
pelaksanaanpembangunandaer | dan pelaksanaanpembangunan
ahpembangunandaerah di pelaksanaanpembanguna
kabupaten / kota n
Implementasisisteminformasipe Terlaksanananyaimpleme | Cakupanimplementasisisteminformasi 3 Dokumen Rp. 81.285.000
merintahandaerah di bidang ntasisisteminformasipemer | pemerintahandaerah di (RPKPD,
Pembangunan daerah intahandaerah di bidangpembangunandaerah; PRKPD,
bidangpembangunandaer Jumlahdokumenhasilpenerapansyste RPJMD)
ah m informasipemerintahandaerah di
bidangpembangunandaerah
Pengelolaan data Tersedianya data Jumlah data 31 Data (setiap Rp. 31.035.000
dalamsisteminformasi dalamsisteminformasipem | dalamsisteminformasipemerintahand data OPD)
pemerintahandaerah di erintahandaerah di aerah di bidangpembangunandaerah
bidangpembangunandaerah bidangpembangunandaer yang dikelola
ah yang dikelola
Penerapansisteminformasipeme | Tersedianyadokumenhasil | Jumlahdokumenhasilpenerapansiste 3 Dok (RKPD, Rp. 50.250.000
rintahandaerah di penerapansisteminformasi | minformasipemerintahandaerah di PRKPD,
bidangpembangunandaerah pemerintahandaerah di bidangpembangunan RPJMD)
bidangpembangunandaer | daerah
ah
PROGRAM KOORDINASI dan Tingkat Prosentaseketersediaan data dan 100 % Rp. 83.235.000
SINKRONISASIPERENCANAA | keselarasanperencanaanp | informasipembangunan yang
N PEMBANGUNANDAERAH embangunandaerahdenga | sesuaidenganperencanaanpembangu
nperangkatdaerah nandaerah
Koordinasiperencanaanbidangp Tingkat JumlahDokumenperencanaanBidang 6 Dokumen Rp. 43.375.000
emerintahaan dan kesesuaianperencanaanbi | pemerintahan dan
pembangunanmanusia dangpemerintahan dan pembangunanmanusia,
pembangunanmanusia prosentasekoordinasisinergitas dan
pencapaianperencanaanbidangpemer
intahan dan pembanguanmanusia
Koordinasipenyusunandokumen | TerlaksananyaKoordinasip | JumlahDokumenPerencanaan 1 Dokumen Rp. 4.425.000
perencanaanpembangunandaer | enyusunandokumenperen | Pembangunan Daerah
ahbidangpemerintahan canaanpembangunandaer | BidangPemerintahan yang
(RPJPD,RPJMD dan RKPD) ahbidangpemerintahan dikoordinirpenyusunananya(RPJPD,R
(RPJPD,RPJMD PJMD, dan RKPD)
danRKPD)
Asistensipenyusunandokumenp Terlaksananyaasistesipere | Jumlahlaporanhasilasistensipenyusun 1 Dokumen Rp. 2.210.000
erencanaanpembangunanperan | ncanaanpembangunan andokumenperencanaanpembangun
gkatdaerahbidangpemerintahaa anperangkatdaerahbidangpemerinah
n an
Pelaksanaan Monitoring dan Terlaksananya monitoring | Jumlahlaporan monitoring dan 1 Dokumen Rp. 1.625.000
evaluasipenyusunandokumenpe | dan evaluasipenyusunan dan
rencanaanpembangunanperang | evaluasipenyusunandoku dokumenperencanaanpembangunan
katdaerahbidangpemerintahan menperencanaanpemban perangkatdaerahbidangpemerintahan
gunanperangkatdaerahbid
angpemerintahan
Koordinasipelaksanaansinergita | Tersedianyalaporanhasilsi | JumlahlaporanhasilsinkronisasiRenstr 1 Dokumen Rp. 3.450.000
s dan nkronisasiRentra/Renjade | a/renjadengan RKPD / RPJMD pada
harmonisasiperencanaanpemba | ngan RKPD / RPJMD bidangpemerintahaan
ngunandaerahbidangpemerintah | pada bidangpemerintahan
aan
Koordinasi penyusunan Terlaksnanyakoordinasipe | Jumlahdokumenperencanaanpemban 1 Dokumen Rp. 7.600.000

dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
pembangunan

nyusunandokumenperenc
anaanpembangunandaera
hbidangpembangunanman

gunanbidangpembangunanmanusia
yang dikoordinirpenyususnannya
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)




manusia(RPJPD,RPJMD dan
RKPD)

usia (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

AsistensiPenyusunanDokumenP | Terlaksananyaasistensipe | Jumlahlaporanhasilasistensipenyusun Dokumen Rp. 1.850.000
erencanaan Pembangunan nyusunandokumenperenc | andokumenperencanaanpembangun
Perangkat Daerah Bidang anaanpembangunanbidan | anperangkatdaerahbidangpembangu
Pembangunan Manusia gpembangunanmanusia nanmanusia
Pelaksanaan Monitoring dan Terlaksananya monitoring | Jumlahlaporanhasilpelaksanaan Dokumen Rp. 1.415.000
evaluasipenyusunandokumenpe | dan monitoring dan
rencanaanpembangunanperang | evaluasipenyusunandoku evaluasipenyusunandokumenperenca
katdaerahbidangpembangunan menperencanaanpemban naanpembangunanperangkatdaerahb
manusia gunanperangkatdaerahbid | idangpembangunanmanusia
angpembangunanmanusia
Koordinasipelaksanaansinergita | Terlaksananyakoordinasip | Jumlahlaporanhasilsinkronisasirenstr Dokumen Rp. 20.800.000
sdan elaksanaansinergitas dan a/ renja denga RKPD / RPJMD pada
harmonisasiperencanaanpemba | harmonisasiperencanaanp | bidangpembangunanmanusia
ngunandaerahbidangpembangu | embangunandaerahbidan
nanmanusia gpembangunanmanusia
Koordinasiperencanaanbidangp | Tingkat JumlahDokumenperencanaanpemba Dokumen Rp. 11.350.000
erekonomian dan SDA kesesuaianperencanaanbi | ngunanbidangperekonomian
(sumberdayaalam) dangperekonomian dan dan SDA (Sumberdayaalam)
SDA (sumberdayaalam) persentasekoordinasisinergitas dan
pencapaianperencanaanbidangperek
onomian dan SDA(sumberdayaalam)
KoordinasiPenyusunanDokumen | Terlaksananyakoordinasip | Jumlahdokumenperencanaanpemban Laporan Rp. 2.650.000
Perencanaan Pembangunan enyusunandokumenperen | gunandaerahbidangperekonomian
Daerah BidangPerekonomian canaanpembangunandaer | yang diakoordinirpenyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) ahbidangperekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
AsistensiPenyusunanDokumenP | Terlaksananyaasistensipe | JumlahLaporanasistensipenyusunand Laporan Rp. 1.500.000
erencanaan Pembangunan nyusunanDokumenperenc | okumenperencanaanpembangunanp
Perangkat Daerah anaanpembangunanperan | erangkatdaerahbidangperekonomian
BidangPerekonomian gkatdaerahbidangperekon
omian
Pelaksanaan Monitoring dan Terlaksnanya monitoring JumlahLaporanhasilpelaksanaan Laporan Rp. 1.400.000
EvaluasiPenyusunanDokumenP | dan monitoring dan
erencanaan Pembangunan evaluasipenyusunandoku evaluasipenyusunandokumenperenca
Perangkat Daerah menperencanaanpemban naanpembangunanperangkatdaerahb
BidangPerekonomian gunanperangkatdaerahbid | idangperekonomian
angperekonomian
Koordinasipelaksanaansinergita | Tersusundokumenhasilko JumlahLaporanhasilsinkronisasirenstr Laporan Rp. 1.250.000
s dan ordinasipelaksanaansinerg | a/renjadengan RKPD / RPJMD pada
harmonisasiperencanaanpemba | itas dan bidangperekonomian
ngunandaerahbidangperekonom | harmonisasiperencanaanp
ian embangunanbidangpereko
nomian
Koordinasipenyusunandokumen | Tersusunnyadokumenpere | Jumlahdokumenperencanaanpemban Laporan Rp. 1.500.000
perencanaanpembangunandaer | ncanaanpembangunandae | gunanbidang SDA yang
ahbidang SDA rahbidang SDA dikoordinirpenyusunannya
(RPJPD,RPJMD dan RKPD
Asistensipenyusunandokumenp Tersusunnyadokumenpere | JumlahLaporanhasilasistensipenyusu Laporan Rp. 1.250.000
erencanaanpembangunanperan | ncanaanbidang SDA nandokumenperencanaanpembangu
gkatdaerahbidang SDA nanperangkatdaerahbidang SDA
Pelaksanaan monitoring dan Tersusunnyalaporanpelak | Jumlahlaporanhasilpelaksanaan Laporan Rp. 900.000
evaluasipenyusunandokumenpe | sanaan monitoring dan monitoring dan
rencaanpembangunanbidang evaluasipenyusunanperen | evaluasipenyusunandokumenperenca
SDA canaanpembangunanbida | naanpembangunanperangkatdaerahb
ngSDA idang SDA
Koordinasipelaksanaansinergita | Jumlahdokumenperencan | Jumlahlaporanhasilsinkronisasirenstr Laporan Rp. 900.000
s dan aanbidang SDA a / renjadengan RKPD/RPJMD pada
harmonisasiperencanaanpemba bidang SDA
ngunandaerahbidang SDA
KoordinasiPerencanaanBidang| Tingkat Persentasekoordinasisinergitas dan Dokumen Rp. 28.510.000
nfrastruktur dan Kewilayahan kesesuaianperencanaanbi | pencapaianperencanaanbidanginfraa
danginfrastruktur dan struktur dan kewilayahan;

kewilayahan

tersusunnya




KoordinasiPenyusunanDokumen | Terlaksananyakoordinasip | JumlahLaporanPerencanaan Laporan Rp. 2.800.000
Perencanaan Pembangunan enyusunandokumenbidan Pembangunan Daerah
Daerah Bidanglnfrastruktur ginfrastruktur Bidanglnfrastruktur (RPJPD, RPJMD
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan RKPD) yang tersusun
(Dokumen)
AsistensiPenyusunandokumenp | Terlaksananyaasistensipe | JumlahLaporanPerencanaan Laporan Rp. 400.000
erencanaanpembangunanperan | nyusunandokumenbidangi | Pembangunan Perangkat Daerah
gkatdaerahbidanginfrastruktur nfrastruktur BidanglInfrastruktur yang tersusun
(Dokumen)
Pelaksanaan Monitoring dan Terlaksananya monitoring | JumlahLaporanPelaksanaan Laporan Rp. 18.750.000
EvaluasiPenyusunanDokumenp | dan Monitoring dan
erencanaanpembangunanperan | evaluasipenyusunandoku EvaluasiPenyusunanDokumenPerenc
gkatdaerahbidanginfrastruktur menbidanginfrastruktur anaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang|nfrastruktur
KoordinasiPelaksanaansinergita | Terlaksananyakoordinasip | JumlahLaporanPelaksanaanSinergita Laporan Rp. 2.650.000
sdan elaksanaansinergitas dan s dan HarmonisasiPerencanaan
harmonisasiperencanaanpemba | harmonisasiperencanaanb | Pembangunan Daerah
ngunandaerahbidanginfrastruktu | idanginfrastruktur Bidanglnfrastruktur
r
KoordinasiPenyusunanDokumen | Terlaksananyakoordinasip | JumlahLaporanPerencanaan Laporan Rp. 2.210.000
Perencanaan Pembangunan enyusunandokumenbidan Pembangunan Daerah
Daerah BidangKewilayahan gkewilayahan BidangKewilayahan (RPJPD, RPJMD
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan RKPD) yang tersusun
(Dokumen)
AsistensiPenyusunandokumenp | Terlaksananyaasistensipe | JumlahLaporanPerencanaan Laporan Rp. 900.000
erencanaanpembangunanperan | nyusunandokumenbidang Pembangunan Perangkat Daerah
gkatdaerahbidangkewilayahan kewilayahan BidangKewilayahan yang tersusun
(Dokumen)
Pelaksanaan Monitoring dan Terlaksananya monitoring | JumlahLaporanPelaksanaan Laporan Rp. 400.000
EvaluasiPenyusunanDokumenP | dan Monitoring dan
erencanaan Pembangunan evaluasipenyusunandoku EvaluasiPenyusunanDokumenPerenc
Perangkat Daerah menbidankewilayahan anaan Pembangunan Perangkat
BidangKewilayahan Daerah BidangKewilayahan
KoordinasiPelaksanaanSinergita | Terlaksananyakoordinasip | JumlahLaporanPelaksanaanSinergita Laporan Rp. 400.000

s dan HarmonisasiPerencanaan
Pembangunan Daerah
BidangKewilayahan

elaksanaansinergitas dan

harmonisasiperencanaanp
embangunandaerahbidan

gkewilayahan

s dan HarmonisasiPerencanaan
Pembangunan Daerah
BidangKewilayahan

2. Dana dan sumber Dana

UntukmelaksanakanKebijakan, Program dan Kegiatandalammencapaitujuan / sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupatendembranatahun 2025, didukungdengan dana

sejumlahRp.5.676.416.161,-untukbelanjaOperasiRp.5.539.116.161,-dan
ModalRp.137.300.000,- yang bersumberdari APBD KabupatenJembrana.

3. JadwalKegiatan

Tabel 2.2.

JadwalKegiatan

MATRIK JADWAL KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN

BAPPEDA KABUPATEN JEMBRANA TA. 2025

untukbelanja

No | JenisKegiatan

JadwalKegiatan

Jan ‘ Feb ‘ Mart | Aprl | Mei ‘ Jun ‘ Jul ‘ Agust ‘ Sep ‘ Ok ‘ Nop ‘ Des




PERENCANAAN

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
SuratMenyurat

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi

T




Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Program
PerencanaanPengendalian dan
evaluasipembangunandaerah

Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan

PelaksanaanKonsultasi Publik

KoordinasiPelaksanaan Forum
SKPD/Lintas SKPD

PelaksanaanMusrenbangKabu
paten / Kota

Penyiapanbahankoordinasimus
renbangkecamatan

KoordinasiPenyusunan dan
penetapandokumenperencanan
pembangunandaerahkabupate
n/ kota

Analisis Data dan Informasi
pemerintah daerah bidang
perencanaan pembangunan
daerah

Analisis Data
Informasiperencanaanpembang
unandaerah

Pengendalia, evaluasi dan
pelaporan bidang perencanaan
pembangunan daerah

Monitoring evaluasi dan
penyusunan laporan berkala
pelaksanaan pembangunan
daerah

Program Koordinasi dan
sinkronisasiperencanaanpemba
ngunandaerah

Koordinasiperencanaanbidangp
emerintahaan dan
pembangunanmanusia

Koordinasipenyusunandokume
nperencanaanpembangunanda
erahbidangpemerintahan
(RPJPD,RPJMD dan RKPD)

Asistensipenyusunandokumenp
erencanaanperangkatdaerahbi
dangpemerintahaan

Pelaksanaan Monitoring dan
evaluasipenyusunandokumenp
erencanaanpembangunanpera
ngkatdaerahbidangpemerintaha
n

Pelaksanaan monitoring dan
evaluasipenyusunandokumenp
erencanaanpembangunanpera
ngkatdaerahbidangpemerintaha
an

Koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
pembangunan
manusia(RPJPD,RPJMD dan
RKPD)

AsistensiPenyusunanDokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
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Pelaksanaan monitoring dan
evaluasipenyusunandokumenp




erencanaanpembangunanpera
ngkatdaerahbidangpembangun
anmanusia

Koordinasipelaksanaansinergit
as dan
harmonisasiperencanaanpemb
angunandaerahbidangpemban
gunanmanusia

Koordinasiperencanaanbidangp
erekonomian dan SDA
(sumberdayaalam)

KoordinasiPenyusunanDokume
nPerencanaan Pembangunan
Daerah BidangPerekonomian
(RPJPD, RPIJMD dan RKPD)

AsistensiPenyusunanDokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah
BidangPerekonomian

Pelaksanaan Monitoring dan
EvaluasiPenyusunanDokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah
BidangPerekonomian

Koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
SDA (RPJPD,RPJMD dan
RKPD)

Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
perangkat daerah bidang SDA

KoordinasiPerencanaanBidang|
nfrastruktur dan Kewilayahan

KoordinasiPenyusunanDokume
nPerencanaan Pembangunan
Daerah BidangKewilayahan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan
EvaluasiPenyusunanDokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah
BidangKewilayahan

BABII
PENUTUP

DokumenRencanaKinerjaTahunan (RKT)
Tahun2025inimerupakankomitmenBappedaKabupatenJembranadalampenyelenggaraanpemerintahan
yang baik (goodgovernance) sertasebagaiupayauntukpenyelenggaraanpemerintahan yang bersih
(clean governance) sebagaimanadiharapkanolehsemuapihak.

AdapundokumenRencanaKinerjaTahunan (RKT)
BappedaKabupatenJembranamerupakanpenjabarandarisasarandanprogramyang
telahditetapkandalamrencanastrategis yang akan

dilaksanakanolehinstansipemerintahmelaluiberbagaikegiatantahunan.



Perencanaankinerjamerupakankomitmenbagiinstansipemerintahuntukmencapaisasarandanprogram
yang telahditetapkan pada tahun yang direncanakan.
Rencanakinerjainidapattercapaibiladilaksanakandenganpenuhdedikasidankerjakerasolehsum
berdayamanusiadanpotensi yang ada,
denganharapanmampumemberikankontribusipositifbagiupayapemerintahkabupatenJembranadalamran
gkamerencanakanpembangunandaerahkhususnyadilingkunganBappeda. Dimana keberhasilansuatu
OPD tidakhanyadiukurdarihabisnyaanggaran yang telahdialokasikan, tetapidifokuskan pada
aspekefisiensi yang dapatdicapai, kualitas output yang
dihasilkansertaefektivitasmencapaitujuandansasaran yang telahditetapkan.
DengantersusunnyaDokumenRencanaKinerja (RKT) ini,
diharapkandapatmemberikangambaran yang jelasdantransparan atas
pelaksanaanprogramdankegiatan yang akan dilaksanakaolehBappedaKabupatenJembrana pada
tahun2025. AkhirnyameskipunRencanaKinerjaTahunaninidisusundenganmelibatkanseluruhaparat yang
ada diBappeda, namundisadarimasihterdapatkekurangan - kekurangan, untukhaltersebut akan

dilaksanakanperbaikansebagaimanamestinya.

Negara, 6 Januari 2025
Pit. KepalaBappedaKabupatenJembrana,

| WayanSudiarta, S.P
PembinaUtama Muda (IV/c)
NIP. 19700604 200003 1 010




MATRIK RANCANGAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

KODE

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR RANCANGAN AKHIR K
KODE URAIAN INDIKATOR TARGET Rancangan Awal [BET
® @ ®) 4) (6)
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / Nilai SakipPerangkat Daerah 83.53 5,030,023,161
KOTA
5.01.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah JumlahdokumenPerencanaan, penganggaran dan Evaluasikinerjaperangkatdaerah yang 18 Dok 10,922,000
tersusun
5.01.01.2.01 PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah JumlahdokumenperencanaanPerangkat Daerah 9 dok 7,395,000
5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan penyusunanDokumen RKA-SKPD JumlahDokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanDokumen RKA- 1 dok 3,580,000
SKPD
5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD Jumlahdokumenperubahan RKA-SKPD dan 1 dok 276,000
LaporanhasilkoordinasipenyusunanDokumen RKA-SKPD
5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD JumlahDokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanDokumen DPA- 1 dok 1,200,000
SKPD
5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan penyusunanperubahan DPA-SKPD JumlahDokumenPerubahan DPA-SKPD dan 1 dok 925,000
laporanhasilkoordinasipenyusunandokumenperubahan DPA-SKPD
5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD Jumlahlaporancapaiankinerja dan ikthisarrealisasikinerja SKPD dan 4 dok 480,000
laporanhasilkoordinasipenyusunanlaporancapaiankinerja  dan ikthisarrealisasikinerja
SKPD
5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah JumlahlaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dok 370,000




5.01.01.2.02. AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah JumlahLaporanKeuangan yang tersusunsetiapbulan, triwulan dan semesteran 8 dok 4,254,537,961
5.01.01.2.02 PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN JumlahLaporan yang menerimagaji dan tunjangan ASN 21 org 4,252,847,961
5.01.01.2.02.0002 Penyediaanadministrasipelaksanaantugas ASN Jumlahdokumenhasilpenyediaanadministrasipelaksanaantugas ASN 1 lap 269,000
5.01.01.2.02.0003 PelaksanaanPenatausahaan dan penguijian/verifikasikeuangan SKPD Jumlahdokumenpenatausahaan dan pengujian / verifikasikeuangan SKPD 12 dok 222,000
5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan pelaksanaanakuntansi SKPD Jumlahdokumenkoordinasi dan pelaksanaanakuntansi SKPD 12 dok 222,000
5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlahlaporankeuanganakhirtahun SKPD dan 2 laporan 500,000
laporanhasilkoordinasipenyusunanlaporankeuanganakhirtahun SKPD
5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan penyusunanlaporankeuanganbulanan/Triwulan/ semesteran SKPD Jumlahlaporankeuanganbulanan / triwulanan/ semesteran SKPD dan 24 laporan 450,000
laporankoordinasipenyusunanlaporankeuanganbulanan/ triwulanan dan semesteran SKPD
5.01.01.2.03. AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah JumlahLaporanBarangmilikdaerah pada perangkatdaerah 4 Lap 250,000
5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan penyusunanLaporanbarangmilikdaerah pada SKPD Jumlahlaporanrekonsiliasi dan penyusunanlaporanbarangmilikdaerah pada SKPD 2 lap 125,000
5.01.01.2.03.0006 PenatausahaanBarangmilikdaerah pada SKPD Jumlahlaporanpenatausahaanbarangmilikdaerah pada SKPD 2 lap 125,000
5.01.01.2.05 AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah Prosentasecakupandisiplinaparatur 100% 20,972,000
5.01.01.2.05.0002 PengadaanPakaian Dinas BesertaAtributKelengkapannya JumlahpaketPakaian Dinas besertaatributkelengkapannya 30 paket 10,500,000
5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan pengolahanadministrasikepegawaian Jumlahdokumenpendataan dan pengolahanadministrasikepegawaian 1 dok 222,000
5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan pelaksanaansisteminformasikepegawaian Jumlahdokumenhasilkoordinasi dan pelaksanaansisteminformasikepegawaian 1 dok 150,000
5.01.01.2.05.0005 Monitoring, evaluasi dan penilaiankinerjapegawai Jumlahdokumen monitoring evaluasi dan penilaiankinerjapegawai 1 dok 100,000
5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan PelatihanPegawaiBerdasarkanTugas dan Fungsi Jumlahpegawaiberdasarkantugas dan fungsi yang mengikutipendidikan dan pelatihan 10 Org 10,000,000




5.01.01.2.05.0010 SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan Jumlah orang yang mengikutisosialisasiperaturanperundang - undangan 100 Org -
5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan Jumlah orang yang mengikutibimbinganteknisimplementasiperaturanperundang - 50 Org -
undangan
5.01.01.2.06 AdministrasiUmumPerangkat Daerah Prosentasecakupanpelayananadministrasiperkantoran 100% 225,249,700
5.01.01.2.06.0001 PenyediaanKomponeninstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlahkomponen / instalasilistrikdanpeneranganbangunankantor yang disediakan 1 paket 935,000
5.01.01.2.06.0002 Penyediaanperalatan dan perlengkapankantor Jumlahpaketperalatan dan perlengkapankantor yang disediakan 1 paket 63,000,000
5.01.01.2.06.0004 PenyediaanBahanL ogistik Kantor Jumlahpaketbahanlogistikkantor yang disediakan 3 paket 41,447,500
5.01.01.2.06.0005 PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan Jumlahpaketbarangcetakan dan penggandaan 2 paket 8,000,000
5.01.01.2.06.0008 FasilitasikunjunganTamu Jumlahlaporanfasilitasikunjungantamu 1lap 7,055,200
5.01.01.2.06.0009 PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlahlaporanpenyelenggaraanrapatkoordinasikoordinasi dan konsultansi SKPD 1lap 104,812,000
5.01.01.2.07. PengadaanBarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahandaerah Prosentaseketersediaanbarangmilikdaerahpenunjangpemerintahdaerah
100% 279,800,000
5.01.01.2.07 PengadaanKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraanperorangandinasataukendaraandinasjabatan yang Disediakan 3 unit
279,800,000
5.01.01.2.08. Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Persentasecakupanlayananjasapenunjangurusanpemerintahdaerah
100% 40,400,000
5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlahlaporanpenyediaanjasasuratmenyurat 1Lap
1,400,000
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor JumlahLaporanpenyediaanjasapelayananumumkantor yang disediakan
1Lap 39,000,000
5.01.01.2.09. PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Prosentasecakupansarana dan prasarana yang di bangun
100% 197,891,000
5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas | Jumlahkendaraanperorangandinasataukendaraandinasjabatan yang dipelihara dan 1 Unit
atauKendaraan Dinas Jabatan dibayarkanpajaknya 36,487,500




5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas Jumlahkendaraandinasoperasionalataulapangan yang dipelihara dan dibayarkanpajak dan 17 Unit
OperasionalatauLapangan perizinannya 108,778,500
5.01.01.2.09.0006 PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya Jumlahperalatan dan mesinlainnya yang dipelihara 14 unit
8,000,000
5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya Jumlahgedungkantor dan bangunanlainnya yang dipelihara / direhabilitasi 1 unit 42,125,500
5.01.01.2.09.00010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya Jumlahsarana dan prasaranagedungkantorataubangunanlainnya yang dipelihara / -
direhabilitasi 49 unit
5.01.1.2.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor Jumlahsarana dan prasaranapendukunggedungkantorataubangunanlainnya yang dipelihara 2,500,000
atauBangunanLainnya / direhabilitasi 21 unit
5.01.2.. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN | Prosentasekesesuaian Program tahunandengan program RPIMD 100% 563,158,000
DAERAH
5.01.2.2.01. PenyusunanPerencanaan dan Pendanaan Tersedianyadokumenperencanaanpembangunandaerah 3 dokumen 464,965,000
(R
5.01.2.2.01.0001 Analisiskondisidaerahpermasalahan dan isustrategispembangunandaerah Jumlahdokumenrancanganawal RPJIMD/RKPD (sesuaikebutuhanjika RPIMD 1 dokumen 4,624,000
makarancanganteknokratik) (Ranwal RKPD) R
5.01.2.2.01.0002 Koordinasipenelaahandokumenperencanaanpembangunandaerahdengandokumenkebijakanlainnya | Jumlahtelahaandokumenperencanaanpembangunandaerah 2 dokumen 1,390,000
(RKPD, RPJMD) (R
5.01.2.2.01.0003 PelaksanaanKonsultasi Publik JumlahBerita Acara Forum Konsultasi Publik 2 Berita Acara 6,080,000 2
(RKPD, RPJMD) (R
5.01.2.2.01.0004 KoordinasiPelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah JumlahBerita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 31 Berita Acara 3,340,000 3]
5.01.2.2.01.0005 PelaksanaanMusrenbangKabupaten/Kota JumlahBerita Acara MusrenbangKabupaten/Kota 2 Berita Acara 30,150,000 2
(RKPD, RPJMD) (R




5.01.2.2.01.0006

PenyiapanBahanKoordinasiMusrenbangKecamatan

Jumlahusulan yang terverifikasi oleh kecamatan

5 Usulan

2,870,000

(setiapkecamatan) (set
5.01.2.2.01.0007 KoordinasiPenyusunan ~ dan  PenetapanDokumenPerencanaan ~ Pembangunan  Daerah | Jumlahdokumenperencanaanpembangunandaerahkabupaten/kota yang ditetapkan 3 dokumen 416,511,000
Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD) (RKPD, PRKPD, (RI
RPJMD)
5.01.2.2.02. Analisis Data dan InformasiPemerintahan Daerah BidangPerencanaan Pembangunan Daerah Jumlahdokumen data dan informasihasilevaluasi RKPD yang tersusun 1 dokumen 10,072,000
5.01.2.2.02.0001 Analisis Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah Jumlahdokumenhasilanalisis data 1 dokumen 6,025,000
untukpenyusunankebijakanperencanaanpembangunandaerah
5.01.2.2.02 Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasiperencanaanpembangunanperangkatdaerah Jumlah orang yang dibinadalampemanfaatan data dan informasi 31 orang (setiap 1,235,000 31
OPD)
5.01.2.2.02.0003 Penyusunanprofilpembangunandaerahkabupaten / kota Jumlahbukuprofilpembangunandaerah yang diterbitkan 1 dokumen 2,812,000
5.01.2.2.07. Pengendalian, Evaluasi dan PelaporanBidangPerencanaan Pembangunan Daerah Jumlahmonevpelaksanaan RKPD yang tersusun 2 dokumen 6,836,000
5.01.2.2.07.0001 Koordinasipengendalianperencanaan dan pelaksanaanpembangunandaerahpembangunandaerah di | Jumlahlaporanhasilpengendalianperencanaan dan pelaksanaanpembangunan 1 laporan 3,524,000
kabupaten / kota
5.01.2.2.07.0003 Monitoring, Evaluasi dan PenyusunanLaporanBerkalaPelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlahlaporanhasilevaluasikinerjapembangunandaerah 2 laporan 3,312,000
5.01.2.2.07. Implementasisisteminformasipemerintahandaerah di bidangpembangunandaerah Jumlahdokumenhasilpenerapansisteminformasipemerintahdaerah di 3 dokumen
bidangpembangunandaerah (RKPD, PRKPD, (R
RPJMD)
81,285,000
5.01.2.2.07.0001 Pengelolaan data dalamsisteminformasipemerintahandaerah di bidangpembangunandaerah Jumlah data dalamsisteminformasipemerintahandaerah di bidangpembangunandaerah 31 data (setiap 31,035,000 3
yang dikelola OPD)
5.01.2.2.07.0002 Penerapansisteminformasipemerintahandaerah di bidangpembangunandaerah Jumlahdokumenhasilpenerapansisteminformasipemerintahandaerah di 3 dokumen 50,250,000
bidangpembangunandaerah (RKPD, PRKPD, (R

RPJMD)




5.01.3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Prosentaseketersediaan data dan informasipembangunan yang 83,235,000
DAERAH sesuaidenganperencanaanpembangunandaerah 100%
5.01.3.2.01. KoordinasiPerencanaanBidangPemerintahan dan Pembangunan Manusia JumlahDokumenperencanaanBidangpemerintahan 43,375,000
6 dok
5.01.3.2.01.0001 KoordinasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah BidangPemerintahan JumlahDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah BidangPemerintahan yang tersusun 4,425,000
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dok)
1 dok
5.01.3.2.01.0002 Asistensipenyusunandokumenperencanaanpembangunanperangkatdaerahbidangpemerintahaan Jumlahdokumenhasilasistensiperencanaanpembangunan yang tersusun 2,210,000
1 dok
5.01.3.2.01 Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat | JumlahDokumenMonevPerencanaan Pembangunan BidangPemerintahan yang tersusun 1,625,000
Daerah BidangPemerintahan (dok)
1 dok
5.01.3.2.01.0004 Koordinasipelaksanaansinergitas dan Jumlahdokumenkoordinasipelaksanaansinergitas dan 3,450,000
harmonisasiperencanaanpembangunandaerahbidangpemerintahaan harmonisasiperencanaanpembangunandaerahbidangpemerintahaan yang tersusun
1 dok
5.01.3.2.01.0005 KoordinasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Jumlahdokumen data hasilkoordinasipenanggulangankemiskinan yang tersusun
Manusia (RPJPD, RPIMD dan RKPD)
1 dok 7,600,000
5.01.3.2.01.0006 AsistensiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlahdokumenperencanaanbidangpembangunansumberdayamanusia yang tersusun 1,850,000
Pembangunan Manusia 1 dok
5.01.3.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat | Jumlahdokumenmonevperencanaanbidangpembangunansumberdayamanusia yang 1,415,000
Daerah Bidang Pembangunan Manusia tersusun
(dok) 1 dok
5.01.3.2.01 KoordinasiPelaksanaanSinergitas dan harmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang | Jumlahdokumenperencanaanbidangpembangunansumberdayamanusia yang tersusun 20,800,000
Pembangunan manusia (dok)
1 dok
5.01.3.2.02. KoordinasiPerencanaanBidangPerekonomian dan SDA (SumberDayaAlam) JumlahDokumenperencanaanpembangunanbidangperekonomian dan Sumberdayaalam 11,350,000
1 dok
5.01.3.2.02.0001 KoordinasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah BidangPerekonomian JumlahLaporanKoordinasiperencanaanpembangunanbidangekonomi yang tersusun 2,650,000

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2 Lap




5.01.3.2.02.0002 AsistensiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah JumlahLaporanasistensipenyusunanperencanaanpembangunandaerahbidangperekonomian 1,500,000
BidangPerekonomian yang tersusun 2 Lap
5.01.3.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat | JumlahLaporanmonevpenyusunandokumenperenca 1,400,000
Daerah BidangPerekonomian
2 Lap
5.01.3.2.02.0004 Koordinasipelaksanaansinergitas dan JumlahLaporanperencanaanpembangunanbidangperekonomian yang tersusun 1,250,000
harmonisasiperencanaanpembangunandaerahbidangperekonomian 2 Lap
5.01.3.2.02.0005 Koordinasipenyusunandokumenperencanaanpembangunandaerahbidangperekonomian dan SDA JumlahLaporankoordinasiperencanaanpembangunandaerahbidangperekonomian yang 1,500,000
tersusun 2 Lap
5.01.3.2.02.0006 Asistensipenyusunandokumenperencanaanpembangunanperangkatdaerahbidang SDA JumlahLaporanasistensiperencanaanpembangunandaerahbidang SDA yang tersusun 1,250,000
2 Lap
5.01.3.2.02.0007 Pelaksanaan monitoring dan Jumlahlaporanpelaksanaan monitoring dan evaluasiperencanaanpembangunanbidang 900,000
evaluasipenyusunandokumenperencaanpembangunanbidangperekonomian dan SDA SDA 2 Lap
5.01.3.2.02.0008 Koordinasipelaksanaansinergitas dan harmonisasiperencanaanpembangunandaerahbidang SDA Jumlahlaporanhasilsinkronisasirenstra / renjadengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA 900,000
1lap
5.01.3.2.03. KoordinasiPerencanaanBidangInfrastruktur dan Kewilayahan 28,510,000
1 dok
5.01.3.2.03.0001 KoordinasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah BidangInfrastruktur (RPJPD, | JumlahLaporanPerencanaan Pembangunan Daerah BidangInfrastruktur (RPJPD, RPIMD 2,800,000
RPJMD dan RKPD) dan RKPD) yang tersusun
(Dokumen) 2 Lap
5.01.3.2.03.0002 AsistensiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur JumlahLaporanPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur yang 400,000
tersusun
(Dokumen) 2 Lap
5.01.3 Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat | JumlahLaporanPelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan 18,750,000
Daerah BidanglInfrastruktur Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur
2 Lap
5.01.3.2.03 KoordinasiPelaksanaanSinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah JumlahLaporanPelaksanaanSinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan 2,650,000
BidangInfrastruktur Daerah BidangInfrastruktur 2 Lap
5.01.3.2.03.0005 KoordinasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayahan JumlahLaporanPerencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayahan (RPJPD, RPIMD 2,210,000
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan RKPD) yang tersusun
(Dokumen) 2 Lap




5.01.3.2.03.0006

AsistensiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan | JumlahLaporanPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan yang 900,000
tersusun
(Dokumen) 2 Lap
5.01.3.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat | JumlahLaporanPelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan 400,000
Daerah BidangKewilayahan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan
(Laporan)
2 Lap
5.01.3.2.03.0008 KoordinasiPelaksanaanSinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah JumlahLaporanPelaksanaanSinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan 400,000
BidangKewilayahan Daerah BidangKewilayahan 2 Lap

Negara, 6 Januari 2025

Pit. KepalaBappedaKabupatenJembrana,

| WayanSudiarta, S.P
PembinaUtama Muda (IV/c)
NIP. 19700604 200003 1 010




